
 
 
 

BERITA DAERAH 
KOTA TANGERANG SELATAN 

No. 16, 2020 PEMERINTAH        KOTA            TANGERANG         
SELATAN.  
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
2020. 

PROVINSI BANTEN 
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN 

NOMOR 16 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA TANGERANG SELATAN, 

Menimbang  : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 

telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang 

Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2020;  

  b. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri 

Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 

119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang 

Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), 

Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan 

Perekonomian Nasional, perlu dilakukan penyesuaian 

sebagai landasan perubahan penjabaran Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020; 

  c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan 

Peraturan Walikota; 
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  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

  3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi 

Banten (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 188, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4935); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 5679);  

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri                          

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 310);  

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri                          

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 
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  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri                          

Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611); 

  9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan           

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 67); 

  10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan           

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72); 

  11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan           

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Selatan 

Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Tangerang 

Selatan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 73); 

  12. Peraturan Walikota Tangerang Selatan                

Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kota 

Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 18); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA 

KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah. 

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut 

Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota 

Tangerang Selatan. 
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7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 

5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota 

Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. 

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 

yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan 

kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar 

penyusunan APBD. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas 

dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

11. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah 

dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) 

tahun.  

12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat 

PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal 

anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap 

program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati 

dengan DPRD. 

 

Pasal 2 

 

Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagai landasan penyusunan perubahan 

KUA dan PPAS untuk menyusun rancangan perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2020. 

 

Pasal 3 

(1) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2020 terdiri dari: 

a. pendahuluan; 

b. kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah;  

c. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; 

d. rencana kerja dan pendanaan Daerah; 

e. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

f. penutup. 

(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan 

Walikota ini. 




